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Memasuki era globalisasi, teknologi informasi berperan penting dalam perubahan 

pola pikir masyarakat dalam segala hal. Dimana kegiatan masyarakat mulai beralih 

ke arah digital seperti jual-beli, menabung dan berinvestasi. Masyarakat banyak 

memilih menggunakan internet untuk kepentingan-kepentingan yang bisa 

dilakukan secara online. Aset kripto adalah aset digital yang menggunakan 

teknologi blockchain dalam melakukan pencatatan transaksi dan membuat transaksi 

tersebut aman dan menjadi desentralisasi karena tidak membutuhkan pihak ketiga 

seperti halnya bank. Aset kripto memiliki banyak jenis, seperti Menurut website 

coinmarketcap saat ini, kripto telah berkembang menjadi ratusan aset digital dengan 

Bitcoin yang paling dikenal dan bernilai tinggi. Karena aset kripto bersifat 

desentralisasi yaitu tidak adanya percampuran kewenangan bank atau negara yang 

menjadi pusat dalam kegiatan aset kripto, desentralisasi memberikan keleluasaan 

terhadap user yang ingin menggunakan aset kripto. 

 

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan 

persamaan dalam pengaturan aset kripto terkait sebagai jaminan dalam suatu 

perjanjian pada hukum di Indonesia dan hukum di Singapura serta bagaimana 

pengaturan yang terkait dengan aset kripto khususnya sebagai investasi menurut 

hukum di Indonesia dan hukum di Singapura.  

 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 

 

Terdapat perbedaan dan persamaan dalam pengaturan aset kripto di Indonesia dan 

Singapura diantaranya, berdasarkan surat menko perekonomian nomor S-

302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Tindak lanjut 

Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Komoditi yang 

Diperdagangkan di Bursa Berjangka bahwa aset kripto tidak dapat dijadikan 

sebagai alat pembayaran namun dapat dijadikan sebagai alat investasi. Sedangkan 

dalam hukum Singapura aset kripto sebagai alat pembayaran belum diakui secara 

resmi namun tetap dapat digunakan untuk pembayaran pembelian di toko-toko 

online atau merchant yang menerima kripto sebagai metode pembayarannya. 

Ditetapkannya peraturan Payment Service Act tahun 2019 dengan tujuan untuk 

mengatur pembayaran berbasis kripto dengan ketentuan-ketentuan yang ketat dan 

Securities and Futures Act mengatur aktivitas perdagangan berjangka seperti aset 

kripto. Sedangkan persamaan terhadap ketentuan aset kripto di Indonesia dan 

Singapura adalah sudah ada lembaga yang mengatur aktivitas perdagangan mulai 

dari penerbitan lisensi atau izin dari Monetary Authority Singapore untuk 
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perdagangan di Singapore dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 

untuk izin perdagangan di Indonesia. 

 

Walaupun aset kritpo telah menjadi perhatian di Indonesia dan Singapura, kedua 

negara sama-sama belum memuat peraturan yang mengatur secara langsung 

jaminan gadai kripto, namun jaminan gadai dengan kripto dapat dilakukan tetapi 

hanya dapat sebagai jaminan tambahan atau agunan. 
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ABSTRAK 

 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam 

pengaturan aset kripto terkait sebagai jaminan dalam suatu perjanjian pada hukum 

di Indonesia dan hukum di Singapura serta bagaimana pengaturan yang terkait 

dengan aset kripto khususnya sebagai investasi menurut hukum di Indonesia dan 

hukum di Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan 

membandingkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan peraturan 

hukum di Singapura yang berkaitan dengan aset kripto sebagai alat pembayaran, 

investasi, serta sebagai objek jaminan. 

 

 

Menurut hasil penelitian skripsi ini membuktikan bahwa, pertama: Indonesia 

melarang penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran berdasarkan surat menko 

perekonomian nomor S-302/M.EKON/09/2018 sejalan dengan Undang-Undang 

nomor 7 Tahun 2021 tentang Mata Uang Pasal 21 ayat 1 yang menegaskan 

penggunaan Rupiah, sedangkan di Singapura telah diatur namun hanya untuk 

pembayaran pada toko-toko online atau merchant yang menerima pembayaran 

kripto dan diatur di Payment Service Act Singapura. Terdapat persamaan dalam 

pengaturan aset kripto yaitu sama-sama dapat dijadikan sebagai alat investasi yang 

telah diatur oleh Bappebti di Indonesia dan MAS di Singapura. Kedua:  Walaupun 

aset kritpo telah menjadi perhatian di Indonesia dan Singapura, kedua negara sama-

sama belum memuat peraturan yang mengatur secara langsung jaminan gadai 

kripto, namun jaminan gadai dengan kripto dapat dilakukan tetapi hanya dapat 

sebagai jaminan tambahan atau agunan. 

 

 

Kata kunci: Aset Kripto, Indonesia, Jaminan, Singapura
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